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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 067/3567 |SKISMK.3/Disdik.SS/2021

PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 3 Palembang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINS| SUMATERA SELATAN

Menimbang - 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan
dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Selatan lzin Perpanjangan Operasional dapat
diberikan;,

3. Berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud pada
point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang
Persetujuan Izin Perpanjangan Operasional SMK PGRI 3
Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
lembaran Negara nomor 4301);

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran
Negara no. 4437);

3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang
peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;

4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang
pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91
tambahan Lembaran Negara No. 3764);

5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah
Kejuruan,

7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK,
SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No.
44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan
SMK.

9. Data pendukung lainnya dari SMK PGRI 3 Palembang.



Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

=N

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Palembang Nomor : 421.3/288-SK/26.8/PN/2014, tanggal
7 Juli 2014, tentang Izin Operasional Sementara SMK PGRI 3
Palembang.

2. Surat Kepala Sekolah Nomor : 026/SMK PGRI-3/SR.12/1/2021,
tanggal 16 Januari 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan
Izin Operasional.

3. Kesepakatan kerjasama antara SMK PGRI 3 Palembang
dengan PT. PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG, tanggal 1 Juni
2015.

4. Kesepakatan kerjasama antara SMK PGRI 3 Palembang
dengan PT.SRI ANEKA KARYATAMA, tanggal 1 Juni 2015.

Perjanjian Kerjasama tersebut diatas adalah Mitra Kerja Prakerin
bagi siswa-siswa SMK PGRI 3 Palembang.

MEMUTUSKAN

Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada :

Nama Yayasan . YPLP - PGRI
Nama . SMK PGR 3 Palembang
Alamat : Jalan Taqwa / Matamerah Sei

Selincah Kec. Kalidoni Palembang.

Bidang/Program Keahlian : - Akuntansi dan Keuangan.
Kompetensi Keahlian . - Akuntansi Keuangan Lembaga.

Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional pada diktum
pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua
ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan
daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari 15 Februari 2021 s.d.
15 Februari 2022) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi
pencapaian tujuan pendidikan.

2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang
akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan
sekolah swasta.

3. Wajib menggunakan kurikukum yang berlaku.



Keempat

Kelima

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini
akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan seperiunya.

Ditetapkan di : Palembang
Padatanggal : 15 Februari 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Provi elatan,

A

A

Pembina-tamizA adya
NIP 196304091988031007

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

2. Sekjen Depdikbud di Jakarta

3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AS4SI MANUSIA REPUBLIK 119D ONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU -- 6807.AH.01.04, Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca  : Surat permohonan dari Notaris Irma Bonita, SH nomor 357/Not/I{/2011 tanggel 23
September 2011 perihai permohonan pengesahan akta pendirian yayasan vang diterin.a
tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Y ayasa1 yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undengan, sehingga
dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan dtas Undang-undang Nomor 16 Tahun

2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

115, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 442 0);

Peraturan Pemevintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Repuolik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 4894);

3. Peraturan Presiden Republik Indoncsia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementer,an
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indcnesia;

(&0

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONES!A PUSAT
NPWP : 31.347,047.8-026.000

berkedudukan di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Lantai 2, Petjo Selatan, Gambir,
Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat
oleh Notaris Irma Bonita, SH berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.

KEDUA © Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanzgal 19 Oktober 2011
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